PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 26 TAHUN 1964
TENTANG
PERUBAHAN TAMBAHAN PERATURAN PRESI DEN NOMCR 10 TAHUN 1963
TENTANG O STR BUSI  BAHAN BARANG PCKCK KEPERLUAN H DUP
BAQ PEGAWN NEGER

PRES DEN REPUBLI K | NDONES| A,

Meni nbang:

a. bahwa distribusi beras kepada Pegawai Negeri yang dinaksud dal am
Peraturan Presiden Nonor 10 tahun 1963 perlu diganti dengan
di stribusi bahan pangan;

b. bahwa distribusi bahan pangan tersebut bagi Pegawai Negeri yang
ber kedudukan di daerah surplus dapat diberikan dalam bentuk uang
t unj angan bahan pangan;

C. bahwa ber hubung dengan hal -hal tersebut diatas, maka di pandang perlu
untuk nerobah isi pasal-pasal 2, 3 dan 4 dari Peraturan Presiden
Nonor 10 tahun 1963;

Mengi ngat :

1. Pasal 4 ayat 1 Uhdang-undang Dasar;

2. Ket ent uan-ketentuan MP.R'S. Nonor | dan Nonor |1 tahun 1960;

3. Peraturan Presi den Republik I ndonesia Nonor 10 tahun 1963;

4., Keput usan Presiden Republik Indonesia Nonor 232 tahun 1963 tentang
susunan dan regroupi ng Kabi net Kerj a;

5. Perat uran Penerintah Nonor 11 tahun 1964 tentang Peraturan Harga;

6. Keputusan konperensi Presidium Kabinet Kerja dengan para GCatur

Tunggal Sel uruh I ndonesia Nonor 1 dan Nonor 2 tahun 1964;

Mendengar :

Para Menteri Koordinator Konpartinen D stribusi, Konpartinen Penbangunan,
Konpartinen Penbangunan Pertanian dan Agraria, Konpartinen Keuangan,
Konparti nen Hukum dan Dal am Negeri, Konpartinen Kesejahteraan Rakyat dan
Konparti nen Per hubungan dengan Rakyat ;

MEMUTUSKAN :
Menet apkan:

PERTAMA :

MERCBAH DAN MENAMBAH |SI PASAL-PASAL 2, 3 DAN 4 DAR  PERATURAN PRES DEN
REPUBLIK INDONES A NQ 10 TAHN 1963, SEH NGA PASAL- PASAL  TERSEBUT
BERBUNYl SEBAGAI BER KUT:

Pasal 2.

(1) Kepada Pegawai Negeri, isterinya/suamnya dan anaknya/ anak- anaknya,
dengan ketentuan |ebih |anjut tercantum dalam ayat-ayat (2) dan (3)
pasal ini, diberikan uang tunjangan bahan pangan atas dasar harga
bahan pangan dipasaran dan atas dasar penbagian nasing-nasing
sekur ang- kur angnya 8 (del apan) kil ogramcg. beras seorang sebul an;

(2) Bagi anggota Angkatan Perang dan anggota Angkatan Kepoli sian,
ternasuk i sterinya/ suamnya dan anaknya/ anak- anaknya di manapun t enpat



(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

1964.

kedudukannya dan bagi Pegawai Neger i Spil, t er nasuk
isterinya/ suamnya dan anaknya/ anak-anaknya, yang berkedudukan
di kot a- kot a besar/tenpat-tenpat di daerah mnus, uang tunjangan bahan
pangan tersebut dalam ayat (1) harus dibayarkan untuk pangan yang
di sedi akan ol eh Badan Pel aksana U usan Pangan;

Kot a- kota besar dan kot a-kota/tenpat-tenpat ternaksud dal am ayat (2)
ditetapkan oleh Menteri Koordinator Konpartinen D stribusi dengan
bantuan Menteri Pertani an dan Menteri Dal am Negeri .

Pasal 3.

Besarnya uang tunjangan bahan pangan ditetapkan oleh Menteri
Koor di nat or Konpartinen D stri busi dan Menteri Koor di nat or
Konpar ti nen Keuangan;

Pel aksanaan ket ent uan- ket entuan nengenai penbayaran uang tunj angan
bahan pangan tersebut dalam pasal 2 dilakukan oleh Menteri
Koor di nat or Konpartinmen Keuangan.

Pasal 4.

Menteri Koordinator Konpartinen D stribusi dengan bantuan Menteri
Perindustrian Dasar dan Pertanbangan, Menteri Pertanian dan Menteri
Pendapat an, Penbi ayaan dan Pengawasan nengusahakan agar supaya bagi
Pegawai Negeri di sel enggarakan distribusi bahan/ barang-barang pokok
keperluan hidup |ainnya dengan harga Penerintah atau dengan harga
yang sebagi an at au sel uruhnya di pi kul ol eh Negara, terutana:

gul a pasir,
2. m nyak tanah
3. mnyak kel apa/ mnyak goreng, dengan nengi ndahkan Kketentuan-

ketentuan dal am Peraturan peraturan Penerintah No. 140 tahun
1961 dan NO 8 tahun 1963;

Sel ana usaha distribusi bahan/barang-barang pokok keperluan hidup
di naksud dal amayat (1) bel umdapat dil aksanakan, maka kepada Pegawai
Negeri diberikan tunjangan khusus, kecuali anggota-anggota Angkatan
Ber senj at a dan gol ongan-gol ongan | ai n yang dengan ket ent uan- ket ent uan
Penerintah tel ah nendapat tunjangan yang sana.

Kedua : Peraturan Presiden ini nulai berlaku pada tanggal 1 Septenber

Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya, nenerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a
Republ i k | ndonesi a.

Otetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Agustus 1964

PRES DEN REPUBLI K | NDONESI A
Tt d.

SUKARNQ



O undangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 1964
WAKI L SEKRETAR S NEGARA,

Tt d.
SANTCSO S H
Brig. Jend. T.NI.
PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PRES DEN REPUBLI K | NDONES A
NOMER 26 TAHUN 1964
TENTANG
PERUBAHAN TAMBAHAN PERATURAN PRESI DEN
REPUBLI K | NDONESI A NOMCR 10 TAHUN 1963 TENTANG
D STR BUSI BAHAN BARANG PCKCK KEPERLUAN
HDP BAQ PEGAVWN NECER .

PENJELASAN UMUM

Karena nenu Pegawai negeri di naksud dal am Peraturan Presiden No. 10
tahun 1963, sebagai nana nenu rakyat pada unummya, perlu di sesuai kan dengan
bahan- bahan pangan yang di hasil kan ol eh I ndonesia sendiri , maka di pandang
perlu untuk nerobah istilah "beras" dengan Peraturan Presiden No. 10 tahun
1963 dengan "bahan Pangan"

DCal am pada itu, dengan berpegang teguh pada jiwa Peraturan Presiden
No. 10 tahun 1963, naka dem tepat-gunanya (effisiency) usaha penyedi aan
bahan pangan bagi Pegawai negeri tersebut, kepadanya diberikan uang
t unj angan bahan pangan, dengan ket ent uan- ket ent uan sebagai beri kut :

a. Bagi Pegawai Negeri, ternasuk isterinya/suamnya dan anaknya/ anak-
anaknya, yang berkedudukan di kota-kota atau tenpat-tenpat di daerah
pedal anan, yang di pandang berada cukup dekat dengan daerah produksi
bahan pangan, dem daya guna yang sebesar-besarnya dalam usaha
Pereri ntah di bi dang penyal uran bahan pangan, uang tunjangan tersebut
di beri kan secara tunai dan Pegawai Negeri yang bersangkutan harus
nenbel i sendiri bahan pangan di pasaran.

b. Bagi Pegawai Negeri, ternasuk isterinya/suamnya dan anaknya/anak-
anaknya, yang berkedudukan di kota-kota besar dan ditenpat-tenpat di
Daer ah-daerah yang benar-benar mnus, uang tunjangan tersebut harus
di bayar kan sel uruhnya guna penbayaran bahan pangan yang di sedi akan
ol eh Badan Pelaksana Uusan Pangan atas dasar penbagi an del apan
kilogramatau | ebi h bagi Pegawai Negeri yang ber sangkutan dan del apan
kilogram bagi isteri/suamnya dan anaknya/anak-anaknya setiap jiwa
sebul an.

C. Anggota Angkatan Perang dan Anggota Angkatan Kepolisian ternasuk
isterinya/suamnya dan anaknya/ anak- anaknya, di nranapun  t enpat
kedudukannya, harus nenbayarkan sel uruh uang tunjangan bahan pangan
yang di perol ehnya untuk pangan yang di sedi akan ol eh Badan Pel aksana
U usan Pangan.
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